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Abstract

Notaries play a role in reporting the establishment of a PT to the Ministry of
Law and Human Rights through AHU Online and also conveying information
regarding the beneficial owners of the PT. Based on this, this study aims to
determine how the legal certainty of the position of notaries in the process of
disclosing beneficial owners, how the legal regulations related to the
responsibility of notaries in reporting beneficial owners, and how legal
protection for notaries for reporting beneficial owners of PT. The research
method used in this study is the normative legal research method. This method
examines the law from an internal perspective with the object of research
being legal norms and functions to provide legal arguments when there is a
vacuum, ambiguity and conflict of norms. The nature of this research is
descriptive analysis. The data source in this study uses secondary data. The
data collection technique is carried out through library research. Data
collection tools are carried out by document studies, and data analysis is
carried out qualitatively with a deductive thinking method. The results of the
study indicate that legal certainty regarding the position of notaries in
reporting the reporting of Beneficial Owners (beneficial ownership) of
Limited Liability Companies is a mandate from the TPPU Law and Article 3
of PP Number 43 of 2015 in conjunction with PP Number 61 of 2021 which
determines Notaries as Reporters. Furthermore, Presidential Regulation 13
of 2018 regulates notaries as parties who can convey beneficial owner
information. Notaries are responsible for conveying PT beneficial owner
information as a further consequence of carrying out their duties. If there is
an element of incorrect information or false information from the PT, then as
long as the notary carries out his authority in accordance with his job
regulations, the notary cannot be held accountable. Notaries can be held
accountable and can be subject to sanctions if there is an error in conveying
beneficial owner information. Legal protection for notaries for reporting
beneficial owners must be carried out because reporting beneficial owners is
carried out by notaries in order to carry out their duties in their position. The
existence of a statement of beneficial owners from the PT is proof that the PT
acknowledges that it has conveyed the actual beneficial owner information,
so that if later on it turns out that the information is not true, the notary must
receive legal protection

Keywords: Beneficial Ownership, Limited Liability Company, Notary, AHU
Online.
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Abstrak

Notaris berperan untuk melaporkan pendirian PT ke Kemenkumham melalui AHU Online dan juga
menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat PT. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditujukan
untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap kedudukan notaris dalam proses pengungkapan
pemilik manfaat, bagaimana aturan-aturan hukum terkait tanggung jawab notaris dalam pelaporan pemilik
manfaat, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris atas pelaporan pemilik manfaat PT. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini
meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum dan berfungsi untuk
memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Sifat penelitian ini
dilakukan dengan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi
dokumen, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai kedudukan notaris dalam pelaporan pelaporan
Pemilik Manfaat (beneficial ownership) Perseroan Terbatas merupakan amanat dari UU TPPU dan Pasal 3
PP Nomor 43 Tahun 2015 j.0o PP Nomor 61 Tahun 2021 yang menentukan Notaris sebagai Pelapor.
Selanjutnya dalam Perpres 13 Tahun 2018 mengatur notaris sebagai pihak yang dapat menyampaikan
informasi pemilik manfaat. Notaris bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat PT
sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan tugas jabatannya. Apabila ada unsur kesalahan informasi atau
keterangan palsu dari pihak PT, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan
jabatannya, maka notaris tidak dapat diminta pertangungjawaban. Notaris dapat diminta
pertanggungjawaban dan dapat dikenakan sanksi apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi
pemilik manfaat. Perlindungan hukum terhadap notaris atas pelaporan pemilik manfaat harus dilakukan
karena pelaporan pemilik manfaat dilaksanakan notaris dalam rangka melaksanakan tugas dalam jabatannya.
Adanya surat pernyataan pemilik manfaat dari PT menjadi sebuah bukti bahwa PT mengakui telah
menyampaikan informasi pemilik manfaat yang sebenarnya, sehingga jika dibelakang hari ternyata informasi
tersebut tidak benar, maka notaris harus mendapat perlindungan hukum.

Kata Kunci : Beneficial Ownership, Perseroan Terbatas, Notaris, AHU Online.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat yang berdasarkan Perpres 13/2018, termasuk profesi yang memiliki
kewajiban untuk memastikan keterangan tentang pemilik manfaat pada saat membuat akta
pendirian Badan Hukum tersebut sebagaimana mestinya. Pasal 15 ayat (2) Perpres 13/2018
mewajibkan penerapan prinsip pemilik manfaat harus dilakukan, khususnya pada saat permohonan
pendirian dari Badan Hukum yang dimaksud. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Perpres
13/2018, notaris merupakan salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat
dari Badan Hukum kepada instansi berwenang. Kewajiban ini tentunya memberikan tugas
tambahan secara khusus kepada Notaris di luar daripada kewenangan yang telah dimiliki sebagai
Notaris pada umumnya( Sugiharti DKk, op. cit., h. 154-155).

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Perpres 13/2018 tersebut diatas, Notaris wajib menyampaikan
informasi mengenai pemilik manfaat suatu perseroan terbatas kepada instansi berwenang, Padahal
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 angka f menjelaskan bahwa Notaris dalam
menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai
Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan
sumpah/janji jabatan. Sehingga pelaporan informasi mengenai pemilik manfat sesungguhnya
bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
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Data pemilik manfaat yang diterima Notaris dari Perseroan Terbatas, sesuai dengan cara
penyampaian infromasi diatas, berikutnya yang akan dilaporkan Notaris kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui AHU Online. Namun bagaimanakah
jika ternyata informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan oleh Perseroan Terbatas kepada Notaris
bukanlah Pemilik Manfaat yang sebenarnya ?

Notaris dianggap rentan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan Pelaku Tindak
Pidana Terorisme yang berafiliasi dalam Perseroan Terbatas untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan baik pada saat pendirian badan hukum perseroan terbatas
maupun pada pelaksanaan Badan Usaha Perseroan Terbatas Namun disisi lain hal tersebut
menyisakan ruang perdebatan karena kewajiban menyampaikan pemilik manfaat (BO) tersebut
tidak diatur dalam UUJN yang merupakan aturan khusus yang mengatur dan menjamin berjalannya
profesi Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dan serta kewenangan ini
tentunya dapat menambah beban kerja Notaris, tidak memiliki dasar pengaturan yang jelas, adanya
keraguan notaris dalam menjalankan prinsip Beneficial Ownership (BO) serta tidak ada sanksi tegas
kepada Notaris( Ibid).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum mengenai kedudukan Notaris dalam pelaporan Pemilik Manfaat
(beneficial ownership) Perseroan Terbatas ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam melaporkan pemilik manfaat (beneficial
ownership) suatu Perseroan Terbatas kepada Kemenkumham melalui Sistem Administrasi
Hukum Umum (AHU) Online?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris atas pelaporan pemilik manfaat (beneficial
ownership) suatu perseroan terbatas kepada Kemenkumham melalui Sistem Administrasi
Hukum Umum (AHU) Online ?

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan deskriptif analisis, Jenis
Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Alat pengumpulan data dalam
penelitian hukum ini dilakukan dengan cara studi dokumen. Dalam penelitian ini digunakan analisis
data secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Mengenai Kedudukan Notaris Dalam Pelaporan Pemilik Manfaat
(Beneficial Ownership) Perseroan Terbatas.

Notaris memang telah ditentukan sebagai salah satu pihak yang dapat menyampaikan
informasi pemilik manfaat berdasarkan Perpres 13/2018. Sebagaimana yang diuraikan diatas,
Notaris dapat mengetahui informasi pemilik manfaat PT berdasarkan Pasal 11 Perpres 13/2018
huruf a s/d j , tetapi secara umum, informasi pemilik manfaat PT biasanya diketahui oleh notaris
dari Anggaran Dasar, Dokumen Keputusan Rapat, maupun dari pernyataan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris. Hal yang dapat diperdebatkan dalam informasi pemilik manfaat yang
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diterima oleh notaris, yaitu bagaimana notaris mengetahui bahwa informasi yang diterimanya
tersebut merupakan data yang sebenarnya?

Prinsip itikad baik sangat diharapkan dari organ PT untuk menyampaikan informasi yang
sebenarnya kepada Notaris. Namun prinsip ini sangat diragukan diterapkan, apalagi oleh para
pelaku tindak pidana pencucian uang yang justru berusaha untuk menyembunyikan asal usul
dana yang diperolehnya. Pelaku pencucian uang sering menggunakan skema nominee agreement
berupa pemegang saham nominee dan direktur nominee (nominee shareholders atau nominee
directors) tersebut dalam melakukan perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal
usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Meskipun nama pelaku kadang tidak tercantum dalam
susunan pengurus perusahaan, namun pada akhirnya pelaku juga yang menikmati manfaat
dari kegiatan bisnis tersebut. Pelaku kejahatan menggunakan pemegang saham nominee dan
direktur nominee (nominee shareholders dan nominee directors) untuk menutupi identitas atau
profil dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)dari suatu badan hukum yang notabene adalah
para pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini dikenal konsep “I own nothing but control
everything” yang diadopsi dari filosofi bisnis Nelson Rockefeller yang mengatakan “the secret
to succes is to own nothing, but control everything.” Yaitu bahwa pelaku kejahatan yang
melakukan kejahatan yang menghasilkan aset dalam dalam jumlah besar akan melakukan
tindakan memotong nexus atau hubungan antara pelaku, kejahatan, dengan hasil
kejahatannya. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan hubungan si pelaku dengan hasil
kejahatan, tetapi di satu sisi si pelaku tetap dapat mengatur dan menikmati hasil kejahatan
tersebut( Utama DKk, 2018).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris,
rahasia jabatan wajib dijaga kerahasiaannya kecuali kepada pihak yang berkepentingan dengan
akta. Apabila Notaris membuka rahasia jabatannya maka dapat dikenakan sanksi administratif
maupun sanksi pidana. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diawasi oleh Majelis
Pengawas, sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas
Pusat adalah sanksi administrative, yaitu berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara,
pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat( Yunianda, 2022).

Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya
karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang ataupun yang dulu, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu
rupiah. Dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak hanya diwajibkan merahasiakan isi akta namun
Notaris juga wajib merahasiakan keterangan atau hal-hal yang diberitahukan oleh penghadap
yang tidak tertuang kedalam isi akta. Di sisi lain, Notaris merupakan pihak pelapor apabila
terdapat indikasi tranksaksi mencurigakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terjadilah konflik antara kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana
pencucian uang dengan rahasia jabatan yang wajib ditaati oleh Notaris. Kewajiban Notaris untuk
merahasiakan jabatan banyak disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk
menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana. Sejalan dengan
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pengaturan dalam pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, Hak Ingkar wajib
digunakan selama tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan Notaris untuk
membocorkan isi akta. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 yang
mewajibkan Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan yang terindikasi sebagai pencucian
uang, maka wajib hukumnya bagi Notaris untuk bersikap kooperatif dengan cara memberikan
kesaksian mengenai apa yang diketahui Notaris mengenai transaksi keuangan mencurigakan
tersebut. Di sisi lain, Notaris tidak perlu takut untuk melakukan pelaporan terkait pencucian
uang, hal ini dikarenakan Notaris tidak dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan atas
pelaporan transaksi keuangan yang terindikasi sebagai pencucian uang.

2. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)
Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem Administrasi Hukum
Umum (Ahu) Online

Jika memperhatikan ketentuan sanksi dari Pasal 5 dari UU TPPU misalnya, dapat
dicermati bahwa sanksi tidak berlaku untuk Pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban
pelaporan sebagaimana diatur dalam UU TPPU.

Selanjutnya dalam UU TPPU, Notaris sebagai pihak pelapor memiliki Lembaga
Pengawas dan Pengatur yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau
pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor. Dalam lembaga ini terdapat serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk memastikan kepatuhan pihak pelapor atas kewajiban pelaporan menurut UU
TPPU dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan,
memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat yang
dilaksanakan oleh Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagamana tertera dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat

Dari Korporasi (Permenkumham 15/2019). Pada Pasal 15 Permenkumham 15/2019 mengatur
bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Pengawasan mana dilakukan dalam
bentuk :

a. menetapkan regulasi atau pedoman sesuai dengan kewenangannya;
b. melakukan audit terhadap Korporasi; dan/atau
¢. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial
Ownership) Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem
Administrasi Hukum Umum (Ahu) ONLINE

Seorang Notaris bertugas untuk menguji kepastian setiap akta, dalam hal ini yang
dimaksud adalah dokumen-dokumen, yang diserahkan di hadapannya guna menjaga hak-hak
semua pihak. Kepastian yang dimaksud dalam hal ini adalah menerapkan asas kecermatan atau
asas kehati-hatian dalam rangka memastikan apakah tindakan tersebut dapat dituangkan ke
dalam akta atau tidak. Namun demikian, Notaris tidak bertugas untuk memeriksa proses
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pembuatan dokumen-dokumen tersebut, apakah dibuat secara melawan hukum atau tidak,
terkecuali akta tersebut diketahui secara nyata memang benar-benar merupakan dokumen yang
palsu. Selain daripada itu, Notaris tidak berkewajiban untuk meneliti dokumen tersebut secara
lebih jauh lagi.

Kompleksitas dalam pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat ternyata menjadi
suatu tantangan bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya, hal ini juga terkait dengan
kompleksitas kebijakannya yang terkait dengan pemberantasan TPPU (Pol, 2020). Suatu
tindakan yang kurang teliti atau tidak saksama dapat membawa Notaris pada kelalaian yang
berakibat fatal bagi Notaris tersebut. Adanya risiko sanksi baik administratif dan bahkan pidana
apabila tidak melaksanakan prinsip mengenali pemilik manfaat tersebut, menjadikan gerak
Notaris semakin terbatas serta juga meningkatkan beban pekerjaan Notaris.

Kewajiban bagi Notaris untuk mengenal penghadap adalah kewajiban untuk memperoleh
kepastian bahwa keterangan mengenai identitas penghadap yang diungkapkan oleh penghadap,
sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam dokumen-dokumen resmi yang diberikan oleh
penghadap kepada Notaris Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat bagi Notaris
berdasarkan Perpres 13/2018 lekat dengan kewajiban Notaris untuk mengenali penghadap.
Kewajiban tersebut dapat diselaraskan dengan cara-cara bagi Notaris untuk memperoleh
keterangan dari Penghadap dalam tujuan mengenali penghadap sebagaimana diatur di dalam
UUJN. Dalam hal ini, pengenalan pemilik manfaat dilakukan melalui dokumen berupa sebuah
surat pernyataan kepemilikan manfaat.

Di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
(SABH), pengguna diwajibkan untuk memasukkan informasi mengenai siapa pemilik manfaat
yang ada di dalam badan hukum tersebut. Jika menggunakan mekanisme sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 ayat (3), dimana yang menyampaikan informasi tersebut adalah Notaris, maka
Notaris tersebut harus mengetahui hal tersebut, yang mana informasi tersebut didapatkan oleh
Notaris dari penghadap yang bersangkutan melalui Surat Pernyataan Pemilik Manfaat.
Pengetahuan Notaris yang didukung dengan keberadaan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat,
dapat memiliki implikasi bahwa Notaris mengetahui ada atau tidaknya pemilik manfaat tersebut.
Meskipun pada kenyataannya kebenaran pernyataan di atas surat tersebut tidak serta merta dapat
dijamin kebenarannya oleh Notaris.

Risiko terseretnya Notaris ke dalam perkara persengketaan pemilikan manfaat atau pun
penyertaan dalam TPPU kemudian semakin bertambah dengan mekanisme yang diterapkan di
dalam laman SABH, untuk membuat pernyataan tertentu sebelum mengirimkan permohonan
secara elektronik melalui laman tersebut. Sebelum pengguna SABH dapat mengajukan
permohonan yang dimaksud, pengguna SABH harus menyatakan persetujuan atas kondisi yang
salah satunya menyatakan, bahwa pengguna bersedia “...menerima segala bentuk sanksi
termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Pernyataan tersebut terkait dengan kebenaran
informasi dan data yang disampaikan di dalam permohonan elektronik tersebut. Pengguna laman
tersebut mau tidak mau menyetujui pernyataan tersebut, karena jika tidak tujuan untuk
mengajukan permohonan tersebut tidak dapat dilakukan. Ketika persetujuan tersebut dilakukan,
maka beban tanggungjawab tersebut pun melekat pada pihak yang bersangkutan.
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Dalam hubungannya dengan kebenaran dari isi surat pernyataan pemilik manfaat dalam
implementasi Perpres 13/2018 dari perspektif hukum perdata, pada hakikatnya Notaris memiliki
peran sebagai pihak yang diwajibkan untuk memperoleh kelengkapan dokumen kepemilikan
manfaat tersebut dan menyesuaikan dengan seluruh dokumen terkait yang diberikan penghadap.
Namun, jika dihubungkan dengan pernyataan persetujuan menjamin kebenaran informasi dan
data yang disampaikan ketika mengajukan permohonan di dalam SABH, maka terbuka
konsekuensi pertanggungjawaban hukum keperdataan yang dapat diarahkan pada terjadinya
wanprestasi, ketika ditemukan kemudian bahwa pernyataan di atas surat pernyataan tersebut
adalah tidak benar

Pada hakikatnya, peran Notaris dalam memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat
terbatas pada kewenangannya saja. Untuk memperoleh informasi tersebut, berdasarkan Perpres
13/2018, Notaris perlu meminta surat pernyataan pemilik manfaat yang dibuat oleh penghadap
untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan pemilik manfaat di dalam Korporasi.
Kewenangan notaris dalam hal tersebut hanya sebatas memeriksa secara formal kelengkapan
dokumen tersebut dan mencocokannya dengan identitas-identitas lain yang diserahkan oleh
penghadap. Hal-hal tersebut pada dasarnya adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris
secara cermat sehingga dalam hal ini telah diterapkan asas kecermatan sebagaimana diarahkan
olen UUJN. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik
menjelaskan perlindungan hukum yang dapat diperoleh Notaris di dalam menerapkan prinsip
mengenali pemiilik manfaat di dalam peraturan-peraturan mengenai hal itu, Notaris tetap dapat
memperoleh perlindungan dari UUJN serta kode etiknya.

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada notaris dalam pelaporan pemilik manfaat
apabila data pemilik manfaat yang disampaikan kepada notaris ternyata tidak benar. Notaris
wajib dilindungi. Bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada notaris dengan campur
tangannya Majelis Kehormatan Notaris. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan
kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai
lembaga perlindungan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

1. Kepastian Hukum mengenai kedudukan Notaris dalam pelaporan Pemilik Manfaat (beneficial
ownership) Perseroan Terbatas merupakan amanat dari UU TPPU dan Pasal 3 PP 43/2015 j.o
PP 61/2021 yang menentukan Notaris sebagai Pelapor. Selanjutnya dapat dilihat dalam Perpres
13/2018 bahwa notaris adalah salah satu pihak yang ditentukan untuk menyampaikan informasi
pemilik manfaat (beneficial ownership) kepada Kemenkumham melalui Sistem Administrasi
Hukum Umum (AHU) Online. Benturan hukum terjadi jika memperhatikan ketentuan pada
pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang memberikan kewajiban kepada notaris untuk
merahasiakan segala sesuatu dan segala keterangan informasi yang diberikan penghadap
kepada notaris. Terjadilah konflik antara kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak
pidana pencucian uang dengan rahasia jabatan yang wajib ditaati oleh Notaris. Kewajiban
Notaris untuk merahasiakan jabatan banyak disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana
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pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak
pidana.

2. Notaris bertanggungjawab untuk penyampaian pemilik manfaat perseroan terbatas kepada
Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai akibat lebih
lanjut dari pelaksanaan peranan jabatan yang dipikulnya, untuk menyampaikan informasi
pemilik manfaat. Dalam penyampaian informasi pemilik manfaat, apabila unsur kesalahan
informasi atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak perseroan terbatas, maka sepanjang
notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, notaris bersangkutan tidak dapat
diminta pertanggungjawabannya. keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah
menjadi tanggung jawab para pihak. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap informasi
pemilik manfaat yang disampaikan kepadanya karena mengenai hal tersebut merupakan
kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. jika seorang notaris mengetahui
tentang informasi pemilik manfaat perseroan terbatas, tetapi tidak menyampaikan atau salah
menyampaikan informasi pemilik manfaat yang sebenarnya, maka dia memenuhi unsur
kesalahan sehingga notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa notaris
tersebut bersalah.

3. Perlindungan hukum terhadap notaris atas pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
perseroan terbatas harus dilakukan, karena notaris melakukan pelaporan pemilik manfaat
dikarenakan hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan tugas dan jabatannya. Perlindungan
hukum wajib diberikan kepada notaris dalam pelaporan pemilik manfaat apabila data pemilik
manfaat yang disampaikan kepada notaris ternyata tidak benar. Adanya surat pernyataan
pemilik manfaat dari pihak perseroan terbatas kepada Notaris menjadi sebuah bukti, bahwa
pihak perseroan terbatas mengaku bahwa telah memberika informasi yang sebenarnya sehingga
notaris wajib dilindungi apabila informasi yang tertera dalam surat pernyataan tersebut tidak
benar. Bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada notaris dengan campur tangannya
Majelis Kehormatan Notaris. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi
hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga
perlindungan hukum.

Saran

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini bidang legislatif, dan juga campur tangan dari eksekutif, yaitu
perlu diadakan perubahan pengaturan mengenai kepastian hukum mengenai pihak-pihak yang
terlibat dalam pelaporan pemilik manfaat. Perlunya diselaraskan mengenai peraturan UUJN
terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dengan ketentuan Perpres 13/2018.
Perlunya diatur mengenai ketentuan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan pemilik
manfaat, sehingga terjadinya kepastian hukum atas peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar melaksanakan tugas jabatannya
dengan amanah, seksama, serta berhati-hati dalam melaksanakan penyampaikan informasi
pemilik manfaat berdasarkan undang-undang yang terkait. Notaris harus memahami dengan
seksama kewajiban untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dan sejauh apa tugas dan
kewajibannya, serta bagaimana tanggung jawab dan sanksi terhadap pelaporan tersebut.
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3. Kepada Majelis Kehormatan Notaris sebagai wadah yang diharapkan memberikan
perlindungan kepada para notaris, agar membuat suatu wadah perlindungan bagi para notaris
khusus mengenai permasalahan yang terjadi dalam hal notaris menjalankan jabatannya diluar
ketentuan UUJN. Bentuk Perlindungan yang dapat dilakukan kepada para notaris adalah
dengan dibentuknya komite yang bertugas untuk melindungi notaris dalam melaksanakan
tugasnya diluar ketentuan UUJN, seperti misalnya dalam pelaporan pemilik manfaat perseroan
terbatas.
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